PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 2 TAHUN 1959
TENTANG
LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI PCQLI TI K BAG PEJABAT NECER
WARGA NEGARA REPUBLI K | NDONESI A

Presi den Republik I ndonesi a,

Meni nbang :

Bahwa dem kel ancaran dan dayaguna pel aksanaan tugas-tugas
peneri nt ahan perlu nmengadakan penbat asan- penbat asan dal am kehi dupan
politik para pegawai yang bekerja aktif pada usaha-usaha Negar a;

Mengi ngat
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar
Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 27 Juli 1959;

Memut uskan :
Menet apkan :

Peraturan tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi pejabat
Negeri war ga-negara Republ ik | ndonesi a.

Pasal 1
(1) Yang dinmaksud dengan "Pejabat Negeri" dalam Peraturan ini
adal ah :
a. Pegawai Penerintah Pusat vyang digaji nenurut atau

berdasarkan golongan F dari P.GP.N -1955 dan Pegawai
Penerintah Daerah yang digaji sesuai dengan golongan F
P.G P.N -1955 tersebut.

semua anggot a Angkat an Perang dan Kepol i si an Negar a.
Anggot a D reksi / Pi npi nan/ St af pada badan- badan
usahal/ yayasan- yayasan/ per usahaan- per usahaan/ | enbaga-

| enbaga, bai k yang secara | angsung maupun tidak | angsung
sel uruhnya atau untuk sebagian dimliki ol eh Negara.

0o

(2) Yang dinmaksud dengan "Partai Politik"™ nenurut Peraturan ini
adal ah  organi sasi - or gani sasi yang nenperjuangkan susunan
dan/ atau corak dan/atau hal uan Negar a.

Pasal 2

Pej abat - pej abat Negeri termaksud pada pasal 1 ayat (1) dilarang
menj adi anggota sesuatu Partai PolitiKk.

Pasal 3
Pej abat - pej abat Negeri yang dalam waktu tiga puluh hari setelah

berl akunya Peraturan ini tidak nenenuhi ketentuan pada pasal 2
di ber henti kan dengan hormat dari jabatan-jabatan negeri/perusahaan



dan sebagai nya.
Pasal 4

Presi den dapat nemutuskan |arangan termaksud pasal 2, terhadap
Pej abat - pej abat gol ongan |l ain dari pada yang tersebut pada pasal 1
ayat (1).

Pasal 5

Penet apan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1959.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, rnenerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara
Republ i k I ndonesi a.

D t et apkan di Bogor
pada tanggal 27 Juli 1959
Presi den Republik I ndonesi a,

SCEKARNO

D undangkan
pada tanggal 27 Juli 1959.
Ment eri Muda Kehaki man,

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
No. 2 TAHUN 1959
TENTANG
LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI PCQLI TI K BAG PEJABAT NECER
WARGA NEGARA REPUBLI K | NDONESI A

1. Pada azasnya setiap warga-negara Republik |ndonesia berhak
menj adi anggota sesuatu partai politik atau penganut sesuatu
aliran politik.

Akan tetapi seorang pej abat negeri yang berkewaj i ban
menj al ankan sesuatu tugas untuk Negara sebai knya nenpunyai
kedudukan yang khusus, sehingga di dal am hubungan hak- hak azasi
war ga- negara tersebut diatas perlu nendapat perlakuan secara
khusus pul a.

Penetapan ini di maksudkan sebagai |angkah pertama didal am
rangka perlakuan khusus tersebut tadi serta penyehatan
aparatur penerintahan dan usaha-usaha Negara pada unmumya
dengan nencegah hal-hal yang dipandang tidak baik sebagai
aki bat dari pada kehidupan politik pejabat-pejabat neger
di dal am arti-kata yang sel uas-1| uasnya.

2. Dal am pasal 2 ditentukan bahwa pej abat - pej abat negeri dil arang
untuk bersanmaan dengan kedudukannya nenjadi anggota dar
sesuatu partai politik.

Sesuatu organisasi yang nenurut nama/azas tujuan tidak
nmerupakan partai politik, akan tetapi dalam penghidupan



di dal am sehari-hari mel akukan  kegi at an-kegi atan  politik

termasuk politik sebagai di maksudkan dal am pasal 1

Semua pej abat negeri termaksud dal am peraturan ini diwajibkan

nmenyanpai kan surat pernyataan tertulis kepada penbesar yang

ber hak nengangkat dan nenper henti kannya, bahwa nereka nenj adi

atau tidak nmenjadi anggota sesuatu partai politik.

Pej abat - pej abat yang nenjadi anggota sesuatu partai politik

di waj i bkan secara tertulis nmenyatakan berhenti sebagai anggota

dari partainya kepada penbesar yang berhak nengangkat dan

menper henti kan itu, di sertai ti ndasan surat per m nt aan

berhenti kepada partai politik yang bersangkut an.

Pej abat - pej abat yang karena sesuatu hal tidak dapat nenenuhi

kewaj i ban tersebut diatas diberhenti kan dengan hor mat

terhitung tanggal 31 Agustus 1959.

Dengan berl akunya peraturan ini, maka tiap pengangkatan

pegawai baru/ kenai kan pangkat dal am golongan F P. G P. N - 1955

atau sebagai anggota direksi/pinpinan/staf seperti dimaksud

dal am pasal 1 ayat (1) (c), harus didasarkan atas pernyataan

seperti di maksudkan dal am sub 3 di at as.

Ket ent uan- ket entuan dal am peraturan ini berlaku juga terhadap

para pej abat yang kini

a. tel ah di berhenti kan dari |abatannya/di berhentikan untuk
senmentara waktu dari |abatannya berdasarkan Peraturan
Penerintah | No. 15 tahun 1951 /Peraturan Pernerintah No
8 tahun 1952,

b. di beri istirahat diluar tanggungan negara atau istirahat
dal am negeri nenurut Peraturan Penerintah No. 15 tahun
1953;

C. di bebaskan dari tugas kewajibannya untuk nenbantu

Pengurus Besar Serikat Sekerja berdasarkan Peraturan
Penerintah No. 4 tahun 1956;

d. di per bantukan pada Penerintah Daerah atau pada Badan-
badan Usaha/ Yayasan- yayasan/ Per usahaan-
perusahaan/ Lenbaga- | enbaga seperti di naksud dal am pasa
1 ayat (1) (c).

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 82 tahun 1959.

D ket ahui :
Ment eri Miuda Kehaki man,

SAHARDJ O,

Cont oh Pernyataan Pejabat Negeri seperti di naksud dal am Penj el asan
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1959 tentang
Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri

Warga Negara Republ ik | ndonesi a.

Kepada

P.Y.M Presiden 1)

melalui Y. M Menteri 1)
melalui Y. MMenteri Mida 1)

di



Jakart a.
Yang bertanda tangan di bawah i ni
Nama e

Tanggal lahir/Umur .

1
2
3. Al amat runah e
4 Al amat kant or e
5

Jabat an S

dengan i ni nenerangkan dengan sebenarnya kepada Peneri nt ah
Republ i k I ndonesi a:
bahwa ia :
a. 1) ti dak nmenjadi anggota sesuatu partai politik seperti
t ermaksud dal am Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959.
b. 1) tel ah berhenti dari keanggotaan partai politik.........
mulai tanggal ................ seperti ternyata dari salinan
surat perm ntaan berhenti terlanmpir.

......... 2) tgl ...

Di buat dal am rangkap 2 (dua).

1) Dicoret yang tidak diperl ukan.
2) Nama tenpat.

CATATAN

Kuti pan: LEVMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG
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